BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 179 TAHUN 2019
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- el

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita ' Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39) telah ditetapkan

~dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian standar
tertinggi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun
Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor
39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah -
Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan = Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah
serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana
operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Nomor 3);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2017 Nomor 39);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan i PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor
39), diubah sebagai berikut : =

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehinggé P{asal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan
tunjangan perumahan.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah

negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan
perumahan.

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang

dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.805.000,00 ( sebelas juta delapan
ratus lima ribu rupiah ) per bulan,;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.947.000,00 ( sembilan juta
sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) per bulan;

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 8.122.000,00 ( delapan
juta seratus dua puluh dua ribu rupiah ) per bulan.

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah
negara dan perlengkapannya.

Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan
ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehinggal Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan

dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat
diberikan tunjangan transportasi.



(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan dalam bentuk uang sebesar :

a. Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) tidak menerima
Tunjangan Transportasi dikarenakan mendapatkan kendaraan
dinas jabatan.

b. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.120.000,00 ( sepuluh juta seratus
dua puluh ribu rupiah ) per bulan.

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas
jabatan.

(5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Jawa Barat dan dalam peraturan perundang-undangan
ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 43 Nopember 2019
- Plt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada-tanggal 13 Nopember 2019
/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR

{04

ABAN SUBAN/DI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2619 NOMOR 79



